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Abstrack, 

Cryptocurrency is a digital currency system in which users use digital payments for business activities 
carried out that serve as a standard currency. Cryptocurrency is the name used for a system called 
Cryptography. Cryptocurrency in virtual money is one of the varieties of investments. Where 
cryptocurrency is believed to have a high value and its circulation is also still high. Because the popularity 
of bitcoin has increased interest, it provides an opportunity for people from irresponsible society. The 
person will look for victims by offering to become an experienced bitcoin trader. With the lure mode, it 
will reduce the risks in bitcoin trading and increase profits in a short time and the funds that can be 
withdrawn at any time will certainly succeed in attracting potential investors who are victims of it. Until 
now, cases of fraud with this mode have greatly increased in Indonesia. A side effect of crypto money 
fraud is loss of assets or assets of the victim as an investor, so here the author examines compensation 
through restitution with the aim of granting restitution to alleviate the suffering of victims, as a way to 
rehabilitate convicts, facilitate the judicial process and reduce threats or reactions. society in the form of 
acts of revenge by paying attention to the Restorative Justice approach. 
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Abstrak 
Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara 
digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar. Cryptocurrency 
merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem yang bernama Kriptografi. Uang kripto atau 
cryptocurrency dalam uang virtual menjadi salah satu ragam investasi. Dimana uang kripto di percaya 
memiliki nilai yang tinggi dan peredarannya juga masih tinggi. Karena kepopuleran bitcoin meningkatkan 
peminat maka memberi kesempatan bagi oknum-oknum dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. 
Oknum tersebut akan mencari korban dengan cara menawarkan diri menjadi seorang trader bitcoin 
yang berpengalaman. Dengan modus iming-iming akan menurunkan resiko-resiko dalam trading bitcoin 
dan meningkatkan keuntungan dalam waktu singkat serta dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu tentu 
akan berhasil menarik calon investor yang menjadi korbannya. Sampai dengan saat ini, kasus penipuan 
dengan modus tersebut sangat meningkat di Indonesia. Efek samping daripada penipuan uang kripto 
ialah kerugian aset atau harta korban sebagai investor, maka disini penulis mengkaji terkait ganti 
kerugian melalui restitusi dengan tujuan pemberian restitusi adalah untuk meringankan penderitaan 
korban, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan serta dapat 
mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam dengan 
memerhatikan pendekatan Restorative Justice. 
Kata Kunci: Restitusi, Penipuan, Cryptocurrency, Bitcoin, Ganti Kerugian
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PENDAHULUAN 

Perkembangan globalisasi di Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan oleh 

masyarakat adalah perkembangan dalam bidang perekonomian dan bidang teknologi. Dalam 

bidang teknologi baik informasi maupun mesin yang dalam bentuk digital diciptakan dengan 

tujuan untuk mempermudah manusia. Begitu pula dalam bidang perekonomian, khususnya 

pada sektor keuangan dan investasi atau penanaman modal juga mengalami perkembangan. 

Secara umum, Investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

perseorangan atau sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang fisik pada suatu sektor 

industri dengan maksud untuk memperoleh laba dari uang yang dimilikinya. Pada awalnya, 

penyerahan modal sebagai investasi diberikan secara cash-based instruments (alat pembayaran 

tunai) yang saat ini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal dengan non-cash-based 

instruments (alat pembayaran non tunai) yang mana alat pembayaran tersebut pula telah 

berkembang menjadi paperless (tidak berbasis kertas) (Bank Indonesia, 2008). 

Pada era saat ini, sektor keuangan tidak lagi hanya mengenal uang dalam bentuk fisik 

dan investasi atau penanaman modal dalam bentuk fisik tetapi sudah berkembang jauh lebih 

pesat menjadi keuangan dan aset investasi atau penanaman modal dalam aset berbentuk 

kripto dalam digital. Mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai uang digital atau uang 

virtual menjadi bukti wujud perkembangan teknologi yang ada. Dengan adanya perkembangan 

tersebut dengan jelas dapat mempengaruhi sistem ekonomi dan kebijakan yang telah ada dan 

telah dibuat oleh Pemerintah dalam Negara-Negara berkembang, khususnya di Indonesia. 

Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan 

pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata 

uang standar (Syamsiah, 2017). Cryptocurrency merupakan nama yang digunakan untuk suatu 

sistem yang bernama Kriptografi. Uang kripto atau cryptocurrency dalam uang virtual menjadi 

salah satu ragam investasi. Dimana uang kripto di percaya memiliki nilai yang tinggi dan 

peredarannya juga masih tinggi. Dari tahun ke tahun tingkat perkembangan dari cryptocurrency 

dinilai cukup signifikan. Pada awal kemunculan uang kripto, pengetahuan atas uang kripto di 
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Indonesia masih sangat minim, namun bukan berarti tidak ada yang menggunakannya. Pada 

awal kepopuleran uang kripto merupakan jenis mata uang yang tidak di regulasi oleh 

Pemerintah. Namun saat ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 

telah mengeluarkan aturan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengaturan Teknis Penyelenggaraan 

Pasar Fisik Kripto di Bursa Berjangka.  

Berdasarkan kapitalisasi pasar dunia, disebutkan bahwa sampai saat ini ada tiga jenis 

mata uang kripto terbesar dari 88 mata uang kripto yang telah ada yaitu bitcoin, ripples, 

litecoin. Sedangkan di pasar Indonesia paling banyak menggunakan bitcoin. Yang berarti di 

Indonesia sendiri bitcoin berstatus legal untuk dimiliki, tetapi bersamaan dengan itu Bank 

Indonesia melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia mempunyai 

aturan tegas terkait pelarangan tersebut yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011 Tentang Mata Uang. Pelarangan penggunaan virtual currency atau cryptocurrency dalam 

bertransaksi juga termuat dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut 

PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan PBI Nomor 

18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Sehingga hal 

tersebut menimbulkan kendala yang berpotensi untuk menyurutkan minat masyarakat 

terhadap cryptocurrency. 

Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dimana hanya Rupiah yang diakui sebagai alat 

pembayaran yang sah di Indonesia. Pendistribusian bitcoin antar para pengguna tidak 

dibutuhkan perantara, sehingga memungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. 

Setiap investasi atau penanaman modal yang telah ada memunculkan kekurangannya masing-

masing. Bitcoin sebagai Uang kripto dianggap sebagai investasi dalam jangka pendek secara 

virtual yang tidak berwujud dan belum diterbitkan di bank manapun. Sementara itu, 

masyarakat telah mengetahui bahwa bitcoin memiliki kekurangan yaitu adalah harga yang tidak 

stabil sehingga penggunaannya menimbulkan beberapa resiko yang riskan sekali dan tidak bisa 

dijamin oleh siapapun. Dengan iming-iming tingginya keuntungan yang didapat dari permainan 

saham investasi uang kripto di dunia membuat masyarakat Indonesia mulai tergiur untuk 
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berinvestasi. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dampak penggunaan uang kripto ini jika 

dilihat dari prospek hukum yang ada di Indonesia dapat menjadi celah dan memicu terjadinya 

kejahatan-kejahatan yang menimbulkan kerugian. Seperti halnya penulis menemukan kasus 

Tindak Pidana Penipuan. 

Bitcoin disebut sebagai pionir dari mata uang kripto sehingga eksistensi bitcoin sebagai 

virtual currency banyak menarik perhatian seluruh dunia. Bitcoin berhasil mendominasi pasar 

dengan harga 1 Bitcoin (BTC) senilai Rp. 777.091.617, pasar bitcoin semakin dikenal karena 

seorang bos perusaahan multinasional yang sedang naik daun sekelas Tesla yaitu Elon Musk 

yang juga menggunakan bitcoin dengan alasan bahwa kini virtual currency sekelas bitcoin dapat 

membeli produknya. 

Karena kepopuleran bitcoin meningkatkan peminat maka memberi kesempatan bagi 

oknum-oknum dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut akan mencari 

korban dengan cara menawarkan diri menjadi seorang trader bitcoin yang berpengalaman. 

Dengan modus iming-iming akan menurunkan resiko-resiko dalam trading bitcoin dan 

meningkatkan keuntungan dalam waktu singkat serta dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu 

tentu akan berhasil menarik calon investor yang menjadi korbannya. Sampai dengan saat ini, 

kasus penipuan dengan modus tersebut sangat meningkat di Indonesia. Beberapa oknum 

pelaku melaksanakan kejahatannya dengan jasa trading yang menjanjikan keuntungan stabil, 

setelah calon investor tertarik dan memberikan deposito awal sebagai uang modal pertama 

untuk saldo bitcoin. Selanjutnya oknum pelaku akan memperdagangkannya secara berulang 

dengan tidak melaporkan kepada si investor dan bahkan memutarkan uang yang didapat dan di 

transfer atau dikirim kembali ke rekening investor seolah-olah uang tersebut adalah wujud 

keuntungan yang didapati secara bertahap. 

Seperti halnya penulis mendapati contoh kasus dalam Putusan Nomor 

350/Pid.B/2020/PN Sby, dimana pelaku melakukan pengiklanan melalui sosial media dan dilihat 

oleh korban, setelah itu korban menanyakan lebih lanjut terkait trading bitcoin kemudian 

pelaku memberi kesempatan bertemu langsung di salah satu mall yang ada di Surabaya. 

Selanjutnya pelaku mengatakan bahwa menggunakan jasa trading bitcoin dengannya akan pasti 
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mendapatkan keuntungan tetap sebesar 10% sampai dengan 15% per bulan karena pelaku 

telah sering melakukan trading bitcoin, serta modal yang disetorkan tidak akan hilang, serta 

dapat diambil sewaktu-waktu sehingga korban tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh 

pelaku. 

Guna menurunkan dugaan resiko penipuan dalam hal saldo bitcoin, para oknum yang 

tidak bertanggung jawab tersebut beralih kepada sistem peer to peer network yang 

terdesentralisasi dan bersifat internasional. Disini mereka menggunakan pihak ketiga agar tidak 

ada kecurigaan untuk pengiriman dana ke tujuan berikutnya. Sebagian besar skema penipuan 

Zdiakhiri dengan didapatnya bitcoin bersih yang disalurkan ke bursa di Negara-Negara lain 

dengan sedikit atau tanpa peraturan dan kemudian di tarik ke dompet pribadi pelaku atau 

dengan cara lain yang bervariasi dengan sebutan unregulated exchange. Selanjutnya, mereka 

dapat mengubah bitcoin menjadi mata uang lokal yaitu Rupiah serta menggunakannya untuk 

keperluan pribadi pelaku. 

Dalam setiap tindak pidana pasti terdapat tiga komponen yang melekat didalamnya, 

yaitu Pelaku, Tindakan yang dilakukan, dan Hasil daripada tindak pidana (proceed of crime). 

Bagi pelaku tindak pidana penipuan, harta kekayaan merupakan “live blood of crime”. Dalam 

kasus penipuan yang menimpa korban adalah tindak pidana harta benda dengan kerugian 

materil. Sehingga perlindungan bagi korban yang tepat adalah dengan ganti kerugian. Ganti 

kerugian yang dimaksud adalah dengan pengembalian atas hartanya agar tidak terabaikannya 

hak-hak korban oleh pelaku.  

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban kejahatan selalu dilupakan. Sistem 

tersebut lebih mementingkan hukuman pidana guna memberikan penjeraan, sementara korban 

hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian pada persidangan. 

Korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana hanya berperan sebagai 

pelapor (delik biasa), pengadu (delik aduan), saksi (perkara pidana), dan pihak yang 

berkepentingan (perkara praperadilan). Padahal dengan kurangnya perhatian yang diberikan 

terhadap korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana (Amrullah, 2002). 

Apabila sistem peradilan lemah dalam memberikan penyelesaian konflik kejahatan dalam 
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masyarakat, maka akan menimbulkan degradasi kesadaran hukum. Sehingga dapat memicu 

“main hakim sendiri” dalam masyarakat sebagai bentuk kekecewaan atas minimnya 

perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan. 

Kerugian korban kejahatan dinilai dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan 

melawan hukum dalam konteks keperdataan (Amrullah, 2002). Seiring berjalannya waktu, 

Negara melalui segala kebijakan peraturannyna mulai mengakomodir aspirasi dari korban 

kejahatan dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat di tuntutkan kepada 

pelaku kejahatan yang disebut Restitusi. Secara teoritis, Siegel mengatakan bahwa pemberian 

restitusi merupakan pendekatan restorative justice, yaitu dengan mengembalikkan hak-hak 

korban yang hilang akibat daripada terjadinya kejahatan. Hak-hak tersebut yang hilang harus 

segera dipulihkan. Menurut Galeway, tujuan pemberian restitusi adalah untuk meringankan 

penderitaan korban, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses 

peradilan serta dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tidakan balas 

dendam. 

Keberadaan restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (restutio 

in integrum). Dalam praktik, konsep restitusi ini banyak digunakan dan dikembangkan di banyak 

negara. Dalam konsep ini, maka korban maupun keluarga korban mendapatkan ganti kerugian 

yang adil dan tepat dari orang yang bersalah yaitu pelaku penipuan atau dari pihak ketiga yang 

bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, orang yang menderita kerugian yang 

disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut 

ganti kerugian. Bukti bahwa negara memberikan ruang lebih luas bagi para korban tindak 

pidana adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, dua tahun kemudian Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, 

Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban). 
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Akan tetapi, kemunculan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menimbulkan 

permasalahan dalam praktiknya, dimana banyak dari aparat penegak hukum khususnya Hakim 

dan Jaksa cenderung lebih memilih penggabungan gugatan ganti kerugian sesuai dalam Pasal 

98 KUHAP karena hukum acaranya lebih pasti, kuat, dan fleksibel daripada mekanisme restitusi 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 2008. 

Berdasar realita permasalahan tersebut diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis lebih mendalam terkait “Perlindungan Hukum Sebagai Upaya 

Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi” dengan mengkaji kebijakan 

restitusi sebagai perlindungan hukum yang tepat bagi korban tindak pidana penipuan berdasar 

sistem peradilan di Indonesia yang berlaku saat ini.  

 

METODE PENELITIAN 

Penulis memilih jenis penelelitialn yalitu dengaln menggunalkaln penelitialn hukum secalral 

normaltif. Penelitialn hukum normaltif aldallalh sebualh penelitialn yalng meletalkaln hukum sebalgali 

balngunaln sistem normal mengenali alsals-alsals, normal, kalidalh dalri peralturaln perundalng-

undalngaln, putusaln pengaldilaln, perjalnjialn sertal doktrin (aljalraln). Penelitialn hukum normaltif 

yalng nalmal lalinnyal aldallalh penelitialn hukum doktrinall yalng disebut jugal sebalgali penelitialn 

perpustalkalaln altalu studi dokumen kalrenal penelitialn ini dilalkukaln altalu ditujukaln halnyal paldal 

peralturaln- peralturaln yalng tertulis altalu balhaln-balhaln hukum yalng lalin (Soekalnto & Malmudji, 

2004).  

Selalin menggunalkaln jenis penelitialn hukum normaltif, penulis jugal menggunalkaln 

Pendekaltaln Peralturaln Perundalng-Undalngaln dengaln calral mengalnallisis segallal Undalng-Undalng 

daln Regulalsi terkalit Restitusi sebalgali upalyal perlindungaln hukum korbaln tindalk pidalnal 

penipualn daln pencucialn ualng. Dengaln menggunalkaln pendekaltaln ini penulis dalpalt melihalt 

konsistensi alntalral regulalsi saltu dengaln lalinnyal. Selalnjutnyal, penulis menggunalkaln pendekaltaln 

konseptuall untuk mengkalji daln mengalnallisis keralngkal berpikir, keralngkal konsep altalu lalndalsaln 

teoritis yalng alkaln di teliti.  
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Dengaln kaltal lalin, penulis memerlukaln sebualh doktrin-doktrin altalu palndalngaln yalng 

relevaln tentalng perlindungaln hukum balgi korbaln altals penipualn ualng kripto dallalm bitcoin. Daln 

penulis menggunalkaln Pendekaltaln Kalsus dimalnal digunalkaln untuk membalntu mengkalji daln 

mengalnallisis kalsus dallalm hall ini kalsus tentalng penipualn ualng kripto sesuali Putusaln Nomor 

350/Pid.B/2020/PN Sby yalng aldal di Suralbalyal, sertal Putusaln Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN 

Jkt.Brt yalng aldal di Jalkalrtal daln kedualnyal telalh berkekualtaln hukum tetalp. Dengaln aldalnyal kalsus 

tersebut penulis alkaln melalkukaln alnallisis modus operalndi pelalku tindalk pidalnal penipualn ualng 

kripto yalng alkaln membalntu menjalwalb penelitialn alpalkalh restitusi tepalt digunalkaln sebalgali 

pengemballialn halk korbaln. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Malralknyal kalsus penipualn yalng terjaldi dilingkungaln malsyalralkalt menjaldikaln fenomenal 

terbesalr sepalnjalng sejalralh di Indonesial. Berdalsalr pengetalhualn penulis, penipualn ini menjaldi 

fenomenal dikalrenalkaln cryptocurrency menggunalkaln maltal ualng bitcoin (yalng selalnjutnyal 

disebut “BTC”) merupalkaln model tralnsalksi investalsi terbalru lingkup dunial yalng diseralp oleh 

negalral Indonesial. Wallalupun Balnk Indonesial telalh melalralng penggunalaln BTC sebalgali allalt 

tralnsalksi kesehalrialn tetalpi malsyalralkalt tetalp tertalrik menggunalkaln BTC sebalgali bentuk 

penalnalmaln modall altalu investalsi. Investalsi disini digunalkaln sebalgali bentuk pengumpulaln altalu 

kegialtaln bisnis yalng dihalralpkaln dalpalt menjaldi talbungaln di malsal mendaltalng. Investalsi ini 

dilalkukaln oleh investor altalu seseoralng yalng memberikaln modall untuk menalnalmkaln modallnyal 

sesuali  dengaln kesepalkaltaln. Paldal umumnyal, investalsi altalu penalnalmaln modall yalng dilalkukaln 

oleh seoralng investor aldallalh dengaln bentuk fisik yalng memberikaln modallnyal kepaldal sualtu 

perusalhalaln. tetalpi salalt ini telalh berkembalng jaluh lebih pesalt menjaldi investalsi altalu 

penalnalmaln modall berbentuk kripto dallalm digitall. 

Kehaldiraln cryptocurrency di Indonesial merupalkaln bukti revolusi industry 4.O menuju 

5.O dengaln ditalndali dengaln aldalnyal pergeralkaln yalng signifikaln dallalm alset salhalm digitall altalu 

penulis sebut dengaln kripto alset dallalm walktu singkalt yalng beralrti berjalngkal pendek. 

Pergeralkaln bitcoin semalkin populer daln semalkin terlihalt oleh malsyalralkalt setelalh Elon Musk 
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altalu yalng mempunyali nalmal alsli Elon Reeve Musk pemilik perusalhalaln Teslal daln Spalce X 

mengungkalp balhwal dallalm walktu yalng alkaln daltalng pembelialn Teslal alkaln menerimal 

pembalyalraln dallalm bitcoin. Selalnjutnyal, alkibalt pernyaltalaln tersebut nilali altalu halrgal bitcoin 

meningkalt pesalt yalitu nalik sebalnyalk 20% daln menempalti peringkalt nomor saltu di kelals dunial. 

Selalin itu malsyalralkalt paldal alkhirnyal mulali tergiur untuk melalkukaln investalsi kalrenal mendengalr 

balhwal dallalm investalsi kripto dalpalt mendalpaltkaln keuntungaln yalng besalr. Ketidalkpalhalmaln 

malsyalralkalt mengenali balgalimalnal calral berinvestalsi yalng benalr daln almaln membualt rentaln altals 

penipualn. Sehalrusnyal investalsi merupalkaln kegialtaln untuk menempaltkaln dalnal pribaldi paldal 

walktu tertentu dengaln halralpaln dalpalt memperoleh peningkaltaln nilali investalsi sebalgali 

keuntungaln, sehinggal tidalk aldal oralng yalng ingin mengallalmi kerugialn.  

Investalsi merupalkaln sallalh saltu peraln penting dallalm sistem perekonomialn yalng aldal 

dallalm sualtu negalral, dikalrenalkaln investalsi memiliki dual fungsi, yalitu pertalmal menunjukkaln 

hubungaln alntalral tingkalt investalsi daln tingkalt pendalpaltaln nalsionall daln yalng kedual untuk 

membeli balralng modall daln sebualh perallaltaln produksi yalng bertujualn untuk menggalnti daln 

menalmbalh sualtu balralng-balralng modall dallalm sualtu perekonomialn yalng alkaln digunalkaln untuk 

memproduksi balralng daln jalsal di malsal depaln (Sukirno Sudono, 2000). 

Penulis menyimpulkaln balhwal sebalgialn besalr malsyalralkalt Indonesial malsih salngalt alwalm 

terkalit pengetalhualnnyal tentalng investalsi terutalmal mengenali cryptocurrency dallalm maltal ualng 

kripto yalitu BTC. Balhkaln Sebalgialn besalr malsyalralkalt tidalk ingin mengetalhui balgalimalnal calral 

investalsi kripto yalng balik daln benalr, merekal halnyal mementingkaln tentalng beralpal keuntungaln 

yalng didalpalt. Semalkin besalr keuntungaln daln kemudalhaln yalng ditalwalrkaln malkal itulalh yalng 

malsyalralkalt pilih sebalgali objek investalsinyal. Malsyalralkalt terlallu beralmbisi untuk mendalpaltkaln 

keuntungaln berkalli-kalli lipalt mengingalt cryptocurrency ini berkembalng di lingkup dunial 

mengikuti pergeralkaln Dollalr Almerikal Serikalt, hall tersebut menjaldikaln sallalh saltu kelebihaln 

dalripaldal cryptocurrency. Selalin itu kelebihaln lalin cryptorcurrency aldallalh dimalnal salldo BTC 

dalpalt dikendallikaln sendiri oleh pemilik BTC sehinggal sehalrusnyal dalpalt menguralngi resiko 

penipualn altalupun tindalk pidalnal lalinnyal. Nalmun sejallaln dengaln kelebihaln yalng diketalhui 

malsyalralkalt, merekal mengetalhui jugal balhwal aldal kekuralngaln dallalm cryptocurrency yalitu halrgal 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.236  1119 

 

altalu nilali BTC yalng tidalk stalbil sehinggal jikal aldal loss dallalm tralding BTC malsyalralkalt 

mengalnggalp hall tersebut aldallalh kewaljalraln sebalgali resiko tralding BTC.  

Alkibalt hall tersebut dialtals, kepopuleraln BTC dalpalt memberikaln kesempaltaln kepaldal 

oknum-oknum dalri malsyalralkalt yalng tidalk   bertalnggung jalwalb. Oknum tersebut alkaln mencobal 

mencalri korbalnnyal melallui promosi sosiall medial malupun secalral lalngsung. merekal 

menalwalrkaln dirinyal sebalgali jalsal tralder BTC altalu seseoralng yalng melalkukaln tralding BTC  yalng 

dengaln tipu muslihalt daln modusnyal alkaln menurunkaln resiko-resiko dallalm tralding BTC sertal 

meningkaltkaln keuntungaln dallalm walktu singkalt sertal dalnal yalng dalpalt ditalrik sewalktu-walktu. 

Selalnjutnyal, dikalrenalkaln semalkin meningkaltnyal ketertalrikaln publik oleh keuntungaln BTC 

malkal hall tersebut tentunyal alkaln menalrik callon investor untuk menjaldi korbalnnyal. Salmpali 

dengaln talhun 2022 ini kalsus penipualn dengaln modus tersebut salngalt meningkalt di Indonesial.  

 

Analisis Yuridis Uang Kripto di Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang 

Peminalt ualng kripto terbalnyalk salalt ini di Indonesial aldallalh Bitcoin. Bitcoin merupalkaln 

bentuk maltal ualng kripto yalng palling populer salmpali dengaln talhun 2022 ini. Bitcoin diciptalkaln 

paldal talhun 2009 oleh seoralng individu altalu kelompok misterius dengaln nalmal Saltoshi 

Nalkalmoto. Laltalr belalkalng disusunnyal bitcoin aldallalh untuk menghalpus kebutuhaln alkaln aldalnyal 

pihalk pengendalli pusalt yalng mengontrol seluruh sistem keualngaln(Alnkalal Wijalyal, 2016). Selalin 

itu bitcoin menggunalkaln jalringaln peer-to-peer talnpal penyimpalnaln terpusalt altalu disebut 

dengaln aldministraltor tunggall kalrenal bitcoin halnyal dalpalt ditralnsalksikaln oleh pribaldi altalu 

pemilik alkun bitcoin sendiri. Bitcoin berbedal dengaln maltal ualng paldal umumnyal, kalrenal bitcoin 

menggunalkaln daltalbalse yalng didistribusikaln menyebalr ke node-node sertal menggunalkaln 

sistem komputer yalng disebut dengaln kriptogralfi untuk menyedialkaln fungsi-fungsi kealmalnaln. 

Perederaln bitcoin sebalgali ualng kripto di Indonesial mendalpalt sorotaln yalng 

menimbulkaln pro daln kontral dalri berbalgali pihalk yalng aldal. Seperti hallnyal sebalgali regulaltor 

dalripaldal sistem pembalyalraln, Balnk Indonesial melallui sialraln pers yalng beredalr paldal talnggall 13 

Jalnualri 2018 di sosiall medial menegalskaln balhwalsalnyal Balnk Indonesial tidalk mengalkui bitcoin 
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sebalgali ualng kripto lalinnyal sebalgali allalt pembalyalraln yalng salh. Pernyaltalaln tersebut jugal 

disalmpalikaln dallalm pernyaltalaln Sialraln Pers Balnk Indonesial No. 16/6/Dkom dengaln judul 

“Pernyaltalaln Balnk Indonesial Terkalit Bitcoin daln Virtuall Currency lalinnyal”(Yohalndi et all., 2017). 

Balnk Indonesial mempunyali alturaln yalng tegals terkalit pelalralngaln tersebut yalng termualt dallalm 

Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2011 tentalng Maltal Ualng (yalng selalnjutnyal disebut “UU Maltal 

Ualng”). 

Berdalsalr Palsall 1 alyalt (2) UU Maltal Ualng telalh disebutkaln balhwal “Ualng aldallalh allalt 

pembalyalraln yalng salh” Selalnjutnyal secalral tegals telalh disebutkaln pulal didallalm Palsall 1 alyalt (1) 

balhwal maltal ualng yalng dikelualrkaln oleh Indonesial aldallalh Rupialh. Dallalm Palsall 21 alyalt (1) UU 

Maltal Ualng menjelalskaln balhwal rupialh waljib digunalkaln dallalm setialp tralnsalksi yalng mempunyali 

tujualn pembalyalraln, penyelesalialn kewaljibaln lalinnyal yalng halrus dipenuhi dengaln ualng, 

daln/altalu tralnsalksi keualngaln lalinnyal yalng dilalkukaln di wilalyalh Negalral Kesaltualn Republik 

Indonesial. Hall tersebut sebalgalimalnal yalng telalh disebutkaln dallalm Palsall 21 alyalt (1) UU Maltal 

Ualng dimalnal “Rupialh waljib digunalkaln dallalm : 

a. setialp tralnsalksi yalng mempunyali tujualn pembalyalraln;  

b. penyelesalialn kewaljibaln lalinnyal yalng halrus dipenuhi dengaln ualng; daln/altalu  

c. tralnsalksi keualngaln lalinnyal  

yalng dilalkukaln di Wilalyalh Negalral Kesaltualn Republik Indonesial.” … 

Kemudialn Palsall 33 alyalt (1) UU Maltal Ualng, disebutkaln balhwal: 

“Setialp oralng yalng tidalk menggunalkaln Rupialh dallalm: 

a. setialp tralnsalksi yalng mempunyali tujualn pembalyalraln;  

b. penyelesalialn kewaljibaln lalinnyal yalng halrus dipenuhi dengaln ualng; daln/altalu  

c. tralnsalksi keualngaln lalinnyal  

sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 21 alyalt (1) dipidalnal dengaln pidalnal kurungaln palling 

lalmal 1 (saltu) talhun daln pidalnal dendal palling balnyalk Rp200.000.000,00 (dual raltus jutal rupialh). 

Penulis mengalrtikaln balhwal sudalh jelals maltal ualng kripto yalitu bitcoin tidalk dalpalt 

dipergunalkaln sebalgali allalt pembalyalraln yalng salh di Indonesial. Balgi seseoralng yalng melalkukaln 

tralnsalksi dengaln malksud gunal untuk pembalyalraln altalu kewaljibaln lalinnyal yalng waljib 
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menggunalkaln ualng altalupun tralnsalksi lalinnyal dengaln memalkali maltal ualng kripto bitcoin yalng 

paldal salalt itu malsih beraldal di wilalyalh Negalral Kesaltualn Republik Indonesial dalpalt dijeralt 

hukumaln pidalnal dengaln pidalnal kurungaln palling lalmal 1 (saltu) talhun daln pidalnal dendal palling 

balnyalk Rp. 200.000.000, - (Dual Raltus Jutal Rupialh). Nalmun seiring dengaln perkembalngaln yalng 

terjaldi, Indonesial mengaltur tentalng Cryptocurrency (yalng penulis sebut sebalgali “ualng kripto”) 

sebalgali komoditi altalu juall beli alset kripto (Puspalsalri, 2020). 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan 

Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (crypto asset) 

Sebalgali upalyal pemerintalh untuk menindalklalnjuti tindalk tegals dalri Balnk Indonesial, 

pemerintalh Indonesial jugal menyusun beberalpal alturaln yalng digunalkaln untuk mengalkomodir 

kepentingaln perdalgalngaln ualng kripto dallalm alset kripto sehinggal dalpalt dijaldikaln pedomaln 

sertal kejelalsaln malsyalralkalt terkalit pengalkualn pemerintalh terhaldalp kehaldiraln bitcoin. Sallalh 

saltu alturaln tersebut tersebut yalitu dikelualrkalnnyal kebijalkaln oleh Menteri Perdalgalngaln Nomor 

99 Talhun 2018 Tentalng Kebijalkaln Umum Penyelenggalralaln Perdalgalngaln Berjalngkal Alset Kripto. 

Yalng tertualng dallalm alturaln tersebut yalitu: 

Palsall 1  

Alset Kripto (cypto alsset) ditetalpkaln sebalgali komoditi yalng dalpalt dijaldikaln subjek kontralk 

berjalngkal yalng diperdalgalngkaln di Bursal Berjalngkal 

Palsall 2 

Pengalturaln lebih lalnjut mengenali penetalpaln Alset Kripto (Crypto Alsset) sebalgali Komoditi yalng 

dalpalt dijaldikaln Subjek Kontralk Berjalngkal yalng diperdalgalngkaln di Bursal Berjalngkal, pembinalaln, 

pengalwalsaln, daln pengembalngalnnyal ditetalpkaln oleh Kepallal Baldaln Pengalwals Perdalgalngaln 

Berjalngkal Komoditi. 

Berkalitaln hall tersebut penulis dalpalt menyimpulkaln balhwal ualng kripto yalitu bitcoin 

paldal alkhirnyal telalh dialkui keberaldalalnnyal sebalgali alset kripto sebalgali subjek kontralk berjalngkal 
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yalng dalpalt diperdalgalngkaln di lingkup bursal berjalngkal. Bursal berjalngkal merupalkaln tempalt 

altalu falsilitals memperjuall belikaln kontralk altals sejumlalh komoditi altalu instrumen keualngaln 

dengaln halrgal tertentu yalng penyeralhaln balralngnyal disepalkalti alkaln dilalkukaln paldal salalt yalng 

alkaln daltalng (Mutial, 2021). Dimalnal kontralk tersebut dibualt alntalral pihalk-pihalk yalng salling tidalk 

mengetalhui lalwaln tralnsalksinyal (Alrdelal, 2020). 

 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 

2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (cypto asset) 

Peralturaln selalnjutnyal, aldallalh alturaln yalng dibualt oleh Baldaln Pengalwals Perdalgalngaln 

Berjalngkal Komoditi (yalng selalnjutnyal penulis sebut “BAlPPEBTI”). BAlPPEBTI yalng aldal salalt ini 

merupalkaln pengallihaln fungsi dalripaldal Baldaln Pelalksalnal Bursal Komoditi (Balpebti) (Raltnal & 

Salri, 2018). Tugals utalmal BAlPPEBTI yalitu sebalgali pengalturaln; pengembalngaln; pembinalaln; 

sertal pengalwalsaln sehalri-halri kegialtaln Perdalgalngaln Berjalngkal. Sejallaln dengaln Menteri 

Perdalgalngaln yalng alkhirnyal meresmikaln ualng kripto sebalgali alset kripto, BAlPPEBTI jugal 

membualt peralturaln yalng mengaltur teknis penyelenggalralaln palsalr alset kripto, sebalgalimalnal 

berikut: 

“Palsall 2  

(1) Perdalgalngaln Alset Kripto halrus memperhaltikaln: 

a. prinsip-prinsip taltal kelolal perusalhalaln yalng balik dengaln mengedepalnkaln 

kepentingaln Alnggotal Bursal Berjalngkal, Pedalgalng Fisik Alset kripto, daln Pelalnggaln 

Alset Kripto untuk memperoleh halrgal yalng waljalr daln sesuali; 

b. tujualn pembentukaln Palsalr Fisik Alset Kripto sebalgali salralnal pembentukaln halrgal yalng 

tralnspalraln daln penyedialaln salralnal seralh terimal fisik, sertal dipergunalkaln sebalgali 

referensi halrgal di Bursal Berjalngkal; 

c. kepalstialn hukum; 

d. perlindungaln Pelalnggaln Alset Kripto; daln 
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e. memfalsilitalsi inovalsi, pertumbuhaln, daln perkembalngaln kegialtaln usalhal perdalgalngaln 

fisik Alset Kripto; 

(2) Seluruh ketentualn dallalm Peralturaln Balppebti yalng mengaltur Penyelenggalralaln Palsalr Fisik 

Komoditi di Bursal Berjalngkal berlalku dallalm Peralturaln Baldaln ini sepalnjalng tidalk dialtur 

secalral khusus dallalm Peralturaln Baldaln ini.” 

 

Merujuk dallalm palsall  tersebut dialtals telalh disebutkaln yalng jugal menjaldi persyalraltaln 

dallalm perdalgalngaln alset kripto balhwal  dallalm hall tralnsalksi kripto halrus memenuhi syalralt yalkni 

prinsip taltal Kelolal perusalhalaln yalng balik. Tralnsalksi kripto halrus mengedalpalnkaln sertal 

mengutalmalkaln kepentingaln dalripaldal alnggotal Bursal Berjalngkal; Pedalgalng Fisik Alset Kripto; 

sertal pelalnggaln Alset Kripto untuk memperoleh halrgal tralnspalraln daln waljalr yalng sesuali dengaln 

tujualn pembentukaln Palsalr Fisik Alset Kripto sebalgali salralnal pembentukaln halrgal yalng 

tralnspalraln daln penyedialaln salralnal seralh terimal fisik, sertal dipergunalkaln sebalgali referensi 

halrgal paldal Bursal Berjalngkal.  

Selalnjutnyal, segallal Tralnsalksi kripto yalng dilalkukaln halrus memiliki kepalstialn hukum 

sertal perlindungaln untuk Pelalnggaln Alset Kripto untuk melindungi konsumen. Sehinggal hall 

tersebut sehalrusnyal dalpalt menjalmin konsumen algalr tetalp mencegalh aldalnyal penipualn dallalm 

hall seralh terimal fisik Alset Kripto. Aldalpun syalralt lalin yalng terteral dallalm alturaln yalkni 

memfalsilitalsi inovalsi, pertumbuhaln, daln perkembalngaln keghialtaln usalhal perdalgalngaln palsalr 

fisik alset kripto. Seluruh ketentualn dallalm Peralturaln BAlPPEBTI yalng mengaltur penyelenggalralaln 

perdalgalngaln Palsalr Fisik Komoditi di Bursal Berjalngkal berlalku dallalm Peralturaln Baldaln ini 

sepalnjalng tidalk dialtur secalral khusus dallalm Peralturaln Baldaln ini.  

Paldal dalsalrnyal dallalm peralturaln BAlPPEBTI ini jugal  telalh disebutkaln balhwal jenis Alset 

Kripto yalng dalpalt diperdalgalngkaln oleh Pedalgalng Fisik Alset Kripto ditetalpkaln oleh Kepallal 

BAlPPEBTI dallalm dalftalr Alset Kripto yalng diperdalgalngkaln di Palsalr Fisik Kripto sebalgalimalnal yalng 

tertualng dallalm Peralturaln BAlPPEBTI Palsall 3 alyalt (3) yalitu “Alset kripto halnyal dalpalt 

diperdalgalngkaln alpalbilal telalh ditetalpkaln oleh Kepallal Balppebti dallalm dalftalr Alset Kripto yalng 

diperdalgalngkaln di Palsalr Fisik Alset Kripto”. Dallalm penelitialn ini penulis membalhals terkalit 
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perusalhalaln terbesalr di Indonesial yalng memberikaln falsilitalsi terkalit Perdalgalngaln Alset Kripto 

yalitu PT. Indodalx. PT. Indodalx telalh terdalftalr di BAlPPEBTI sebalgali Pedalgalng Fisik Alset Kripto 

Nomor 002/BAlPPEBTI/CP-AlK/01/2020 yalng terdalftalr paldal talnggall 29 Jalnualri 2020 daln telalh 

mendalpaltkaln 2 sertifikalsi ISO yalitu paldal talhun 2019 yalitu ISO 9001:2015 daln ISO 27001: 2013 

kemudialn paldal talhun 2021 yalitu ISO 27017:2015 (Indodalx, 2022).  Sehinggal PT. Indodalx 

sebalgali pedalgalng Alset Kripto telalh memenuhi persyalraltaln yalng telalh tertualng dallalm 

Peralturaln ini. 

PT. Indodalx Nalsionall Indonesial (yalng selalnjutnyal disebut dengaln “Indodalx”) aldallalh 

perusalhalaln Bursal Alset Digitall yalng mempertemukaln alntalral penjuall daln pembeli alset digitall 

terbesalr di Indonesial (Alnggraleni, 2021). Indodalx beroperalsi sejalk talhun 2014 yalng didirikaln 

oleh Oscalr Dalrmalwaln daln Willialm Sutalnto., telalh alktif daln melalyalni kuralng lebih 4 (empalt) 

jutal member di 80 (delalpaln puluh) Negalral daln menyedialkaln lebih dalri 160 Jenis alset ualng 

kripto untuk diperjuall belikaln. Aldal lebih dalri 10 jutal member dengaln volume tralding mencalpalt 

Rp. 3 triliun perbulalnnyal. Berdalsalrkaln web tralffic ICO Alnallytics Indodalx dikenall sebalgali 

plaltform dengaln likuiditals tinggi daln beberalpal kalli menempalti posisi ke-empalt malrketplalce 

alset kripto terbalik di dunial (Kosalsih, 2021). 

Paldal talhun 2014 Indodalx didirikaln dengaln nalmal Bitcoin Indonesial altalu dikenall sebalgali 

Bitcoin.co.id. Selalnjutnyal paldal talhun 2018, Bialtcoin Indonesial menggalnti Nalmalnyal menjaldi 

Indodalx altalu Indonesial Digitall Alsset altalu indodalx.com. Nalmun penggalntialn paldal talhun ini 

bertepaltaln dengaln Indonesial yalng sedalng berupalyal menggalnti tralnsalksi yalng alwallnyal 

berbalsis ualng tunali menjaldi calshless. Berturut paldal hall tersebut malkal CEO Indodalx kemballi 

menggalnti nalmal menjaldi Indonesial Bitcoin alnd Crypto Exchalnge kalrenal balnyalk malsyalralkalt 

yalng mengenall Indodalx sebalgali sebualh sistem pembalyalraln. Sehinggal Oscalr Dalrmalwaln 

menekalnkaln balhwal tujualn didirikaln Indodalx bukaln sebalgali sistem pembalyalraln melalinkaln 

untuk memberi pelalyalnaln daln support yalng lebih kepaldal penggunal (Indodalx, 2022) . 

 

Identifikasi Kasus Penipuan Uang Kripto untuk mengetahui Modus Operandi 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.236  1125 

 

Sebelum membalhals lebih dallalm mengenali restitusi sebalgali perlindungaln hukum 

korbaln dallalm pengemballialn halknyal di penelitialn ini, malkal penting balgi penulis untuk 

melalkukaln pengidentifikalsialn terlebih dalhulu kalsus konkret daln inkralcht terkalit penipualn ualng 

kripto yalng aldal di Indonesial. Inkralcht altalu inkralcht valn gewijsde mempunyali definisi yalng 

beralrti berkekualtaln hukum tetalp. Yalng beralrti saltu perkalral yalng telalh diputus oleh halkim, 

sertal tidalk aldal lalgi upalyal hukum yalng lebih tinggi. Hall tersebut penulis gunalkaln untuk mencalri 

kalralkteristik yalng muncul dallalm diri pelalku sehinggal bergunal sebalgali alcualn malsyalralkalt algalr 

meminimallisir penipualn-penipualn ini.  

Penelitialn menggunalkaln metode pendekaltaln kalsus ini dalpalt dijaldikaln raltio legis dallalm 

merumuskaln sistem upalyal pengemballialn halk korbaln penipualn yalkni dallalm restitusi altalu galnti 

kerugialn. Identifikalsi kalsus penipualn ualng kripto ini alkaln difokuskaln paldal komponen-

komponen pelalku daln korbaln terutalmal untuk mengetalhui modus sertal kerugialn malteriil yalng 

diallalmi oleh korbaln. Modus dallalm hukum disebut sebalgali modus operalndi didefinisikaln 

sebalgali calral terjaldinyal tindalk kejalhaltaln yalng dilalkukaln pelalku untuk mengelalbui seseoralng. 

Identifikalsi kalsus penipualn ualng kripto diuralikaln dallalm penjelalsaln talbel yalitu sebalgali berikut: 

Talbel 1. Deskripsi kalsus penipualn ualng kripto 

NO. KAlSUS DESKRIPSI KERUGIAlN 

1 Putusaln Nomor 

350/Pid.B/2020/

PN.Sby 

- Pelalku memperkenallkaln 

dirinyal dengaln nalmal pallsu 

- Pelalku merupalkaln 

perseoralngaln sebalgali tralder 

altalu pemilik alccount di 

Indodalx  

- Pelalku memposting iklaln 

penalwalraln mengenali 

tralding bitcoin di Falcebook  

Korbaln mengallalmi 

kerugialn sebesalr Rp. 

159.000.000, - 
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- Salalt aldal klien tertalrik daln 

bertalnyal di iklaln tersebut 

pelalku mengaljalk bertemu 

secalral lalngsung di Malll 

Tunjungaln Plalzal Suralbalyal 

- Pelalku memberi penalwalraln 

jikal menggunalkaln jalsalnyal 

mendalpalt keuntungaln tialp 

bulaln sebesalr 10% salmpali 

dengaln 15% tialp bulalnnyal; 

ualng bisal ditalrik altalu 

dicalirkaln sewalktu-walktu daln 

Modall yalng telalh disetorkaln 

ke pelalku dijalmin tidalk alkaln 

hilalng;  

- Pelalku menebalr allibi balhwal 

dial telalh berpengallalmaln 

dallalm tralder daln selallu 

mendalpaltkaln keuntungaln 

- Pelalku tidalk memberi talhu 

kekuralngaln palsalr bitcoin 

yalng sewalktu-walktu loss 

- Melalkukaln pengirimaln ualng 

secalral bertalhalp, pertalmal 

dengaln pembualtaln alkun 

“Luno” sebalgali dompet 
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digitall alntalral pelalku dengaln 

korbaln, selalnjutnyal melallui 

rekening pribaldi pelalku altalu 

ibu Pelalku dengaln allalsaln 

daln selalnjutnyal dibelikaln 

salldo BTC di oralng ketigal. 

- Pelalku tidalk pernalh 

memberitalhukaln mengenali 

tralnsalksi malupun 

keuntungaln kepaldal korbaln 

- Pelalku menyuruh korbaln 

untuk menalmbalhkaln 

modallnyal supalyal 

mendalpaltkaln keuntungaln 

yalng lebih besalr daln berkaltal 

balhwal tidalk mungkin altalu 

tidalk alkaln mengallalmi 

kerugialn 

- Pelalku memutalr ballikkaln 

ualng sealkaln-alkaln menjaldi 

keuntungaln korbaln daln 

nalntinyal terus alkaln memintal 

pengirimaln modall secalral 

bertalhalp 

- Disalalt korbaln memintal 

kemballinyal dalnal yalng telalh 
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diberikaln, pelalku 

mengaltalkaln balhwal dalnal 

tidalk dalpalt ditalrik dengaln 

allalsaln dalnal tidalk dalpalt 

dilalkukaln penalrikaln 

dikalrenalkaln tralding loss 

- Putusaln: 

Balhwal pelalku terbukti secalral salh 

daln meyalkinkaln bersallalh 

melalkukaln tindalk pidalnal 

penipualn;Menjaltuhkaln pidalnal 

penjalral selalmal 10 (sepuluh) bulaln. 

2 Putusaln Nomor 

170/Pid.Sus/PN.J

kt.Brt 

- Pelalku sebalgali pemilik 

perusalhalaln tralding yalitu 

Bitmex 10% dengaln plaltform 

Indodalx 

- Pelalku sebalgali pengelolal 

dalnal investor (tralder) untuk 

di traldingkaln paldal alkun 

Indodalx  

- Pelalku membualt iklaln 

penalwalraln melallui medial 

sosiall Whaltsalpp  

- Pelalku memberikaln 

penalwalraln jikal memberikaln 

- Korbaln ke-

saltu 

mengallalmi 

kerugialn 

Rp. 500.000.000, - 

- Korbaln ke-

dual selalku 

temaln 

korbaln ke-

saltu 

mengallalmi 

kerugialn 

Rp. 1.000.000.000, - 
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modall besalr malkal alkaln 

mendalpaltkaln keuntungaln 

sebesalr 50% 

- Nilali modall yalng di 

investalsikaln daln alkaln 

diberikaln dallalm jalngkal 

walktu 2 minggu sehinggal 

altals penalwalraln tersebut 

korbaln ke-saltu memberikaln 

modall Rp.500.000.000, - daln 

korbaln ke-dual memberikaln 

Rp. 1.000.000.000, -  

- Tralnsalksi dilalkukaln dengaln 

rekening pribaldi pelalku 

- Disalalt palral korbaln memintal 

kemballinyal dalnal yalng telalh 

diberikaln, pelalku 

mengaltalkaln balhwal dalnal 

tidalk dalpalt ditalrik dengaln 

allalsaln dalnal tidalk dalpalt 

dilalkukaln penalrikaln 

dikalrenalkaln tralding loss 

- Balhwal salmpali dengaln baltals 

walktu yalng telalh dijalnjikaln 

di alwall, ualng palral korbaln 

tidalk diberikaln kemballi 
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kepaldal korbaln ke-saltu daln 

korbaln ke-dual balik ualng 

modall malupun ualng 

keuntungaln. 

- Putusaln: 

Pelalku terbukti secalral salh daln 

meyalkinkaln bersallalh melalkukaln 

tindalk pidalnal turut sertal melalkukaln 

penipualn; Halkim menjaltuhkaln 

pidalnal penjalral selalmal 2 (dual) talhun 

Jikal memperhaltikaln deskripsi kalsus dallalm talbel dialtals, malkal dalpalt diketalhui 

balgalimalnal calral pelalku meloloskaln modusnyal untuk mengelalbui seseoralng dallalm hall penipualn 

ualng kripto di Indonesial yalitu sebalgali berikut: 

- Pertalmal, Pelalku merupalkaln perseoralngaln pribaldi yalng memperkenallkaln dirinyal dengaln 

menggunalkaln nalmal pallsu altalu nalmal salmalraln; mempunyali alkun pribaldi di Plaltform yalng 

disedialkaln oleh Indodalx. Sebelum benalr-benalr mewujudkaln kehendalk jalhaltnyal, merekal 

palral pelalku dengaln sengaljal membualt alkun altalu balhkaln salmpali dengaln membualt 

perusalhalaln gunal menalrik kepercalyalaln seseoralng untuk tujualn menguntungkaln diri 

sendiri.  

- Kedual, aldalnyal hubungaln keperdaltalaln yalng telalh dibentuk dialntalral pelalku daln korbaln. 

Setelalh pembualtaln alkun altalupun pendirialn perusalhalaln yalng selalnjutnyal melalkukaln 

penalwalraln-penalwalraln yalng menjaldikalnnyal hubungaln keperdaltalaln terlebih dalhulu 

dengaln palral korbaln. Paldal kalsus tersebut yalng tertualng dallalm talble, hubungaln 

keperdaltalaln yalng terbentuk yaltu pelalku daln korbaln menjallin perikaltaln dallalm bentuk 

perjalnjialn dengaln tujualn yalng sebenalrnyal salling menguntungkaln. Perjalnjialn dalpalt berupal 

tertulis malupun lisaln, salyalngnyal dallalm hall penipualn ini kebalnyalkaln perikaltaln yalng 
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dilalkukaln yalitu halnyal melallu lisaln talnpal aldalnyal sualtu alktal altalu perjalnjialn tertulis. 

Sehinggal dallalm hall penipualn ualng kripto ini perjalnjialn yalng dilalkukaln aldallalh sebalgali 

mitral kerjalsalmal penalnalmaln modall (investalsi alset kripto). 

- Ketigal, dallalm 2 (dual) kalsus putusaln tersebut terjaldinyal kegialtaln penghimpunaln altalu 

penalrikaln sejumlalh besalr dalnal yalng disebut dengaln modus skemal ponzi altalu dalpalt 

disebut jugal money galme. Modus skemal ponzi altalu money galme ini merupalkaln modus 

investalsi pallsu yalng balnyalk ditalwalrkaln dengaln tingkalt pengemballialn altalu balgi halsil yalng 

tinggi. Paldal umumnyal, malsyalralkalt tergiur talnpal menyelidiki terlebih dalhulu kredalbilitals 

daln legallitals dalri perusalhalaln altalu identitals terkalit. Modus ini memiliki ciri utalmal yalitu 

dialntalralnyal aldallalh pembalyalraln keuntungaln nalsalbalh (investor) lalmal dengaln 

menggunalkaln ualng investalsi nalsalbalh balru, selalnjutnyal aldalnyal penalwalraln yalng memualt 

jalnji-jalnji dengaln keuntungaln besalr daln cenderung tidalk ralsioalnall altalu tidalk malsuk di 

alkallkalrenal tidalk didalsalrkaln paldal model bisnis yalng sebenalrnyal (Calrey & Webb, 2017) . 

Modus ini tentu salngalt membutuhkaln alliraln dalnal yalng konsisten dalri nalsalbalh altalu 

investor balru, oleh kalrenal itu kegialtaln usalhal daln penalwalraln ini kemudialn didukung 

dengaln berbalgali teknik pemalsalraln, mulali dalri pembentukaln jalringaln pemalsalraln (seperti 

skemal multi level malrketing), pendirialn kalntor calbalng, perekrutaln algen pemalsalraln, 

mengaldalkaln promosi yalng besalr altalu balhkaln bekerjalsalmal dengaln pihalk-pihalk yalng 

memiliki reputalsi daln kredibilitals di maltal malsyalralkalt (seperti alrtis, tokoh politik, tokoh 

algalmal, daln sebalgalinyal). Paldal kalsus-kalsus yalng telalh diidentifikalsi, modus-modus 

penalwalraln ini yalng menyebalbkaln balnyalk oralng tertalrik untuk menyetorkaln altalu 

menalnalmkaln dalnalnyal paldal kegialtaln usalhal pelalku. Kalralkteristik penghimpunaln altalu 

penalrikaln sejumlalh dalnal besalr dalri malsyalralkalt (sejumlalh besalr oralng) ini menjaldi 

penyebalb utalmal sualtu kejalhaltaln penipualn (Setialwaln, 2020). 

- Keempalt, Dikalrenalkaln tidalk aldalnyal pengalwalsaln daln malnaljemen kontrol lalinnyal, malkal 

kealdalaln demikialn yalng terjaldi dallalm putusaln kesaltu daln kedual menjaldikaln elemen 

pelualng (opportunity) dalri allalsaln terjaldinyal kecuralngaln (Setialwaln, 2020). Selalnjutnyal 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.236  1132 

 

pelalku dalpalt dengaln mudalh melalkukaln berbalgali penyimpalngaln daln perbualtaln curalng 

yalng berujung paldal kejalhaltaln seperti malnipulalsi altals tralnsalksi daln lalporaln keualngaln 

hinggal dalnal yalng ternyaltal digunalkaln untuk kepentingaln pribaldi. Sepereti hallnyal dallalm 

kalsus kesaltu, dallalm Putusaln Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sby telalh menyebutkaln falktal 

hukumnyal balhwal ualng investor sempalt dibelikaln halndphone pribaldi salng pelalku, sertal 

tidalk aldalnyal pelalporaln tralnsalksi salmal sekalli di kedual kalsus tersebut.. 

- Kelimal, terjaldinyal tralnsalksi keualngaln yalng kompleks secalral bertalhalp. Penghimpunaln altalu 

penalrikaln dalnal-dalnal dallalm jumlalh besalr dalri balnyalk pihalk, malkal berimplikalsi pulal paldal 

balnyalknyal tralnsalksi-tralnsalksi keualngaln yalng dilalkukaln palral pihalk. Tralnsalksi yalng balnyalk 

ini kemudialn bercalmpur dengaln tralnsalksi-tralnsalksi untuk kepenting pribaldi pendiri altalu 

pengendalli korporalsi, termalsuk jugal tralnsalksi-tralnsalksi dengaln tujualn kecuralngaln altalu 

malnipulalsi yalng dilalkukaln oleh palral pelalku., yalng paldal alkhirnyal menciptalkaln ralngkalialn 

tralnksalksi-tralnsalksi yalng kompleks. 

Berdalsalrkaln hall-hall tersebut dialtals, didalpalti kesimpulaln yalkni sekallipun melalnggalr 

berbalgali ketentualn hukum, perbualtaln pelalku tersebut tetalp halrus dipalhalmi halkikaltnyal 

sebalgali kejalhaltaln penipualn, bukaln semaltal-maltal kalrenal memenuhi rumusaln delik penipualn 

menurut KUHP, tetalpi kalrenal perbualtaln-perbualtaln tersebut palsti berpokok paldal kehendalk 

jalhalt (mens real) untuk memperoleh keuntungaln altalu halk-halk yalng secalral hukum milik oralng 

lalin sertal tindalkaln jalhalt (alctus reus) berupal penyialsaltaln altals kebenalraln altalu menggunalkaln 

tipu muslihalt alpalpun bentuknyal dimalnal tipu muslihalt yalng digunalkaln iallalh menebalr 

kebohongaln, pemallsualn; tipu dalyal. 

 

Analisis Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto dengan Pemberian Restitusi. 

Dallalm setialp tindalk pidalnal di bidalng perekonomialn, aldal 3 (tigal) komponen yalng selallu 

melekalt didallalmnyal, yalitu pelalku, tindalk pidalnal yalng dilalkukaln, daln halsil dalripaldal tindalk 

pidalnal. Halsil dalripaldal tindalk pidalnal yalng didalpalt dalpalt berupal ualng altalu halrtal kekalyalaln 

yalkni balgi pelalku tindalk pidalnal mengalnggalp halrtal kekalyalaln altalu alset dalri tindalkalnnyal 
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merupalkaln “live blood of crime”. Hall tersebut disebut pulal sebalgali tulalng punggung bdalripaldal 

kejalhaltaln itu sendiri, yalng beralrti balhwal halsil kejalhaltaln diibalraltkaln sebalgali “alliraln dalralh” 

yalng menghidupi kejalhaltalnnyal sekalligus merupalkaln titik terlemalh dalri sebualh ralntali 

kejalhaltaln. 

Dallalm sistem peraldilaln pidalnal konvensionall, Korbaln kejalhaltaln selallu "dilupalkaln". 

Sistem peraldilaln pidalnal konvensionall lebih berorientalsi mempidalnal Pelalku kejalhaltaln gunal 

memberikaln penjeralaln, sementalral Korbaln halnyal diposisikaln sebalgali balgialn dalri allalt bukti 

altalu pendukung pembuktialn di persidalngaln. Dalpalt dikaltalkaln balhwal perhaltialn terhaldalp hall-

halk Korbaln kejalhaltaln dallalm sistem peraldilaln pidalnal salngalt minim. Paldalhall kuralngnyal 

perhaltialn yalng diberikaln terhaldalp Korbaln alkaln melemalhkaln bekerjalnyal sistem peraldilaln 

pidalnal. Alpalbilal sistem peraldilaln semalkin lemalh dallalm memberikaln penyelesalialn konflik 

kejalhaltaln dallalm malsyalralkalt, malkal lalmbalt lalun alkaln terjaldi degraldalsi kesaldalraln hukum 

malsyalralkalt terhaldalp sistem hukum. Sehinggal tidalk heraln jikal pihalk Korbaln altalu kelualrgalnyal 

besertal malsyalralkalt melalkukaln tindalkaln "malin halkim sendiri" sebalgali ekspresi dalri ralsal 

kecewal terhaldalp minimnyal perlindungaln hukum terhaldalp Korbaln. 

perlindungaln halk-halk alsalsi Pelalku kejalhaltaln mulali dalri sebalgali tersalngkal, terdalkwal 

hinggal terpidalnal aldallalh tidalk sebalnding dengaln perlindungaln halk-halk alsalsi (pemulihaln dalri 

kerugialn altalu penderitalaln) yalng diterimal oleh Korbaln kejalhaltaln. Oleh kalrenalnyal Mudzalkkir 

menyaltalkaln balhwal aldallalh alib sualtu balngsal ketikal konstitusi melindungi halk-halk alsalsi oralng 

yalng melalnggalr hukum pidalnal, sementalral halk-halk alsalsinyal oralng yalng menjaldi Korbaln dalri 

sualtu kejalhaltaln yalng notalbene tidalk bersallalh tidalk dilindungi konstitusi (Pralmudiyal, 2021) . 

Sehalrusnyal korbaln tindalk penipualn halrus dilindungi sebalb paldal walktu Korbaln malsih 

berhalk menuntut pemballalsaln terhaldalp pelalku, Korbaln dalpalt menentukaln besalr kecilnyal galnti 

mgi yalng dihalralpkalnnyal. Nalmun, setelalh segallal bentuk ballals dendalm daln galnti mgi dialmbil 

allih oleh negalral, peralnaln Korbaln tidalk diperhaltikaln lalgi (Setialwaln, 2020). Oleh kalrenal itu 

menurut Mudzalkkir, kedudukaln korbaln kejalhaltaln tidalk dialkui oleh hukum pidalnal sebalgali 

korbaln altalu pihalk yalng dirugikaln kalrenal aldalnyal kejalhaltaln. Korbaln kejalhaltaln dallalm hukum 

pidalnal daln proses peraldilaln pidalnal halnyal berperaln sebalgali pelalpor (delik bialsal), pengaldu 
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(delik aldualn), salksi (perkalral pidalnal) daln pihalk yalng berkepentingaln (perkalral Pralperaldilaln). 

Kerugialn korbaln kejalhaltaln dinilali dalri kerugialn yalng ditimbulkaln dalri perbualtaln melalwaln 

hukum dallalm konteks keperdaltalaln (Alrifin, 2019) . 

Seiring dengaln berjallalnnyal walktu, negalral melallui kebijalkaln peralturaln perundalng-

undalngalnnyal mulali mengalkomodir alspiralsi dalri korbaln kejalhaltaln dengaln memberikaln halk 

berupal galnti kerugialn yalng dalpalt dituntut terhaldalp pelalku kejalhaltaln (restitusi). Salalt ini telalh 

terdalpalt beberalpal peralturaln perundalngundalngaln yalng mengaltur mengenali galnti kerugialn 

terhaldalp korbaln kejalhaltaln (restitusi) (Sofialn, 2014).  

Paldal dalsalrnyal terdalpalt beberalpal bentuk perlindungaln hukum terhaldalp Korbaln. sallalh 

saltu dialntalralnyal aldallalh pemberialn galnti kerugialn altalu restitusi. Setidalknyal terdalpalt limal 

tujualn dalri kewaljibaln menggalnti kerugialn menurut Gelalwaly yalitu:(Talkalrialwaln et all., 2018) 

1. Meringalnkaln penderitalaln korbaln; 

2. Sebalgali unsur yalng meringalnkaln hukumaln yalng alkaln dijaltuhkaln; 

3. Sebalgali sallalh saltu calral merehalbilitalsi terpidalnal; 

4. Mempermudalh proses peraldilaln; 

5. Dalpalt menguralngi alncalmaln altalu realksi malsyalralkalt dallalm bentuk tindalkaln ballals 

dendalm. 

Aldalpun pengertialn galnti rugi menurut Jeremy Benthalm, aldallalh sesualtu yalng diberikaln 

kepaldal pihalk yalng menderital kerugialn sepaldaln dengaln memperhitungkaln kerusalkaln yalng 

diderital.26 Sementalral itu menurut Malrdjono Reksodiputro:(Reksodiputro, 2008) 

Galnti kerugialn yalng diberikaln kepaldal korbaln dalpalt dibedalkaln alntalral yalng dibalyalrkaln 

oleh institusi resmi dalri dalnal negalral yalng dinalmali dengaln kompensalsi altalu compensaltion daln 

yalng dibalyalr oleh pelalku yalng dinalmalkaln altalu disebut sebalgali restitusi altalu restitution. 

Kemungkinaln pembalyalraln dallalm bentuk kompensalsi dalpalt dibalgi dual yalitu sebalgali berikut: 

1. Negalral meralsal bertalnggungjalwalb altals terjaldinyal peristiwal tersebut, kalrenal tidalk 

malmpu melindungi korbaln dalri alncalmaln pelalku.  
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Dallalm hall ini bentuk Kompensalsi yalng dalpalt diberikaln yalitu dallalm bentuk falsilitals 

pengobaltaln secalral cumal-cumal salmpali korbaln sembuh kemballi.  

2. Bentuk lalin aldallalh balntualn unrtuk menggalnti penghalsilaln yalng hilalng (ini tentu salngalt 

diperlukaln untuk korbaln yalng kuralng malmpu), bialyal penalsihalt hukum untuk membelal 

kepentingaln korbaln daln menghaldalpi pelalku untuk memintal galnti rugi kalrenal timbulnyal 

calcalt baldaln daln bentuk-bentuk lalin yalng serupal. 

Paldal dalsalmyal galnti kerugialn mempunyali dual dimensi yalitu dimensi hukum perdaltal daln 

hukum pidalnal. Aldalpun galnti kerugialn dallalm alspek hukum pidalnal dalpalt dibedalkaln menjaldi 

dual yalitu kompensalsi daln restitusi. Kompensalsi aldallalh galnti kerugialn yalng diberikaln oleh 

negalral kepaldal Korbaln sebalgali bentuk pertalnggungjalwalbalnnyal alkibalt terjaldinyal sualtu tindalk 

pidalnal. Sedalngkaln restitusi merupalkaln sallalh saltu bentuk perlindungaln hukum terhaldalp 

korbaln yalng berorientalsi paldal pemulihaln korbaln, dimalnal pelalku melallui pertalnggungjalwalbaln 

pidalnalnyal menggalnti kerugialn korbaln.  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Dallalm Undalng-undalng ini mengaltur terkalit balgalimalnal pemerintalh menalnggulalngi 

proses globallisalsi ekonomi yalng semalkin terbukal di palsalr nalsionall. Hall tersebut dilalkukaln 

untuk tetalp menjalmin peningkaltaln kesejalhteralaln malsyalralkalt sertal kepalstialn altals mutu, 

jumlalh daln kealmalnaln balralng daln/altalu jalsal yalng diperolehnyal di palsalr. Balhwal sebalgali upalyal 

peningkaltaln halrkalt daln malrtalbalt konsumen perlu meningkaltkaln kesaldalraln, pengetalhualn, 

kepedulialn, kemalmpualn daln kemalndirialn konsumen untuk melindungi dirinyal sertal 

menumbuh kembalngkaln sikalp pelalku usalhal yalng bertalnggung jalwalb. Yalng selalnjutnyal 

Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 Tentalng Perlindungaln Konsumen ini penulis sebut 

dengaln UU Perlindungaln Konsumen. 

Dallalm UU Perlindungaln Konsumen Palsall 1 telalh disebutkaln balhwal “Perlindungaln 

konsumen aldallalh segallal upalyal yalng menjalmin aldalnyal kepalstialn hukum untuk memberi 

perlindungaln kepaldal konsumen”. Dallalm hall ini malkal yalng dimalksud dengaln Konsmen iallalh 
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“oralng pemalkali balralng daln/altalu jalsal yalng tersedial dallalm malsyalralkalt, balik balgi kepentingaln 

diri sendiri, kelualrgal, oralng lalin, malupun malkhluk hidup lalin daln tidalk untuk diperdalgalngkaln”. 

Terkalit hall tersebut malkal korbaln altals penipualn ualng kripto merupalkaln konsumen yalng waljib 

dijalmin kepalstialn hukumnyal sebalgali bentuk perlindungaln kepaldal korbaln berdalsalrkaln alsals 

malnfalalt; kealdilaln; keseimbalngaln; kealmalnaln; daln keselalmaltaln konsumen; sertal alsals kepalstialn 

hukum. 

Sedalngkaln terkalit pelalku sebalgali seseoralng yalng menalwalrkaln daln melalkukaln jalsal 

tralder malkal sebalgali jalsal didalpalti pengertialn yalkni “Jalsal aldallalh setialp lalyalnaln yalng berbentuk 

pekerjalaln altalu prestalsi yalng disedialkaln balgi malsyalralkalt untuk dimalnfalaltkaln oleh konsumen” 

. Sedalngkaln dallalm hall usalhal penalwalraln alkaln jalsalnyal pelalku menggunalkaln medial “promosi” 

paldal medial sosiall pribaldi pelalku. Yalng malnal dallalm Palsall 1 UU Perlindungaln konsumen alngkal 6 

telalh disebutkaln terkalit definisi promosi  aldallalh  

“kegialtaln pengenallaln altalu penyebalrlualsaln informalsi sualtu balralng daln/altalu untuk menalrik 

minalt beli konsumen terhaldalp balralng daln altalu jalsal yalng alkaln daln sedalng diperdalgalngkaln”.  

Tertualng dallalm Palsall 3 UU Perlindungaln Konsmen yalng telalh disebtkaln balhwal 

perlindngaln kinsmen mempunyali tujaln yalkni: 

a. Meningkaltkaln kesaldalraln, kemalmpualn daln kemalndirialn konsumen untuk melindungi 

diri;  

b. Mengalngkalt halrkalt daln malrtalbalt konsumen dengaln calral menghindalrkalnnyal dalri ekses 

negaltif pemalkalialn balralng daln/altalu jalsal;  

c. Meningkaltkaln pemberdalyalaln konsumen dallalm memilih, menentukaln, daln menuntut 

halk-halknyal sebalgali konsumen;  

d. Menciptalkaln sistem perlindungaln konsumen yalng mengalndung unsur kepalstialn hukum 

daln keterbukalaln informalsi sertal alkses untuk mendalpaltkaln informalsi;  

e. Menumbuhkaln kesaldalraln pelalku usalhal mengenali pentingnyal perlindungaln konsumen 

sehinggal tumbuh sikalp yalng jujur daln bertalnggungjalwalb dallalm berusalhal;  
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f. Meningkaltkaln kuallitals balralng daln/altalu jalsal yalng menjalmin kelalngsungaln usalhal 

produksi balralng daln/altalu jalsal, kesehaltaln, kenyalmalnaln, kealmalnaln, daln keselalmaltaln 

konsumen. 

Selalnjutnyal dallalm palsall 4 UU Perlindungaln Konsumen telalh disebutkaln terkalit yalng menjaldi 

Halk konsumen yalkni: 

a. Halk altals kenyalmalnaln, kealmalnaln, daln keselalmaltaln dallalm mengkonsumsi balralng daln/altalu 

jalsal;  

b. Halk untuk memilih balralng daln/altalu jalsal sertal mendalpaltkaln balralng daln/altalu jalsal tersebut 

sesuali dengaln nilali tukalr daln kondisi sertal jalminaln yalng dijalnjikaln;  

c. Halk altals informalsi yalng benalr, jelals, daln jujur mengenali konsidi daln jalminaln balralng 

daln/altalu jalsal; 

d.  Halk untuk didengalr pendalpalt daln keluhalnnyal altals balralng daln/altalu jalsal yalng digunalkaln;  

e. Halk untuk mendalpaltkaln aldvokalsi, perlindungaln, daln upalyal penyelesalialn sengketal 

perlindungaln konsumen secalral paltut;  

f. Halk untuk mendalpalt pembinalaln daln pendidikaln konsumen;  

g. Halk untuk diperlalkukaln altalu dilalyalni secalral benalr daln jujur sertal tidalk diskriminaltif; 

h. Halk untuk mendalpaltkaln kompensalsi, galnti rugi daln/altalu penggalntialn, alpalbilal balralng 

daln/altalu jalsal yalng diterimal tidalk sesuali dengaln perjalnjialn altalu tidalk sebalgalimalnal 

mestinyal; 

i. Halk-halk yalng dialtur dallalm ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln lalinnyal. 

Selalnjutnyal sebalgali pelalku usalhal dallalm hall jalsal tralder yalng melalkukaln penalwalraln altalu 

promosi malkal didalpalti perbualtaln yalng dilalralng balgio pelalku usalhal berdalsrkaln Palsall 9 alyalt (1) 

huruf c daln huruf i, huruf j, huruf k dallalm UU Perlindungaln Konsumen yalkni Pelalku usalhal 

dilalralng menalwalrkaln, mempromosikaln, mengiklalnkaln sualtu balralng daln/altalu jalsal secalral 

tidalk benalr, daln/altalu seolalh-olalh  

Huruf (c ) daln Huruf (i) 
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… “balralng daln/altalu jalsal tersebut telalh mendalpaltkaln daln/altalu memiliki sponsor, persetujualn, 

perlengkalpaln tertentu, keuntungaln tertentu, ciri-ciri kerjal altalu alksesori tertentu” … daln … 

“secalral lalngsung altalu tidalk lalngsung merendalhkaln balralng daln/altalu jalsal lalin” … 

Huruf (j) daln Huruf (k) 

“menggunalkaln kaltal-kaltal yalng berlebihaln, seperti almaln, tidalk berbalhalyal, tidalk mengalndung 

risiko altalu efek salmpingaln talnpal keteralngaln yalng lengkalp” daln “menalwalrkaln sesualtu yalng 

mengalndung jalnji yalng belum palsti”. 

Berkalitaln dengaln hall tersebut dialtals malkal pelalku usalhal periklalnaln dilalralng memproduksi iklaln 

yalng telalh disebutkaln dallalm Palsall 17 UU Perlindungaln Konsumen, yalkni: 

a. Mengelalbui konsumen mengenali kuallitals, kualntitals, balhaln kegunalaln daln halrgal balralng 

daln/altalu talrif jalsal sertal ketepaltaln walktu penerimalaln balralng daln/altalu jalsal;  

b. Mengelalbui jalminaln/galralnsi terhaldalp balralng daln/altalu jalsal;  

c. Memualt informalsi yalng keliru, sallalh, altalu tidalk tepalt mengenali balralng daln/altalu jalsal;  

d. Tidalk memualt informalsi mengenali risiko pemalkalialn balralng daln/altalu jalsal;  

e. Mengeksploitalsi kejaldialn daln/altalu seseoralng talnpal seizin yalng berwenalng altalu 

persetujualn yalng bersalngkutaln;  

f. Melalnggalr etikal daln/altalu ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln mengenali 

periklalnaln. 

Berdalsalrkaln hall tersebut dialtals dalpalt ditalrik kesimpulaln terkalit sialpalpun pelalku usalhal 

diri sendiri malupun yalng berbaldaln hukum dallalm menalwalrkaln jalsal tralding kripto dilalralng 

melalkukaln penalwalraln, promosi, daln pengiklalnaln tidalk boleh memiliki keuntungaln tertentu; 

secalral lalngsung altalu tidalk lalngsung merendalhkaln balralng daln/jalsal lalin; menggunalkaln kaltal 

yalng berlebihaln seperti almaln, tidalk berbalhalyal, tidalk mengalndung risiko; sertal tidalk boleh 

menalwalrkaln sesualtu yalng mengalndung jalnji yalng belum palsti. 

Selalnjutnyal dallalm hall pelalnggalraln yalng telalh dilalkukaln oleh pelalku usalhal waljib 

bertalnggung jalwalb sesuali dengaln yalng telalh disebutkaln dallalm Palsall 19, yalkni 
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(1) Pelalku usalhal bertalnggung jalwalb memberikaln galnti rugi altals kerusalkaln, pencemalraln, 

daln/altalu kerugialn konsumen alkibalt mengkonsumsi balralng daln/altalu jalsal yalng dihalsilkaln 

altalu diperdalgalngkaln.  

(2) Galnti rugi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dalpalt berupal pengemballialn ualng altalu 

penggalntialn balralng daln/altalu jalsal yalng 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atasa Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  

Ditinjalu dalri perspektif hukum normaltif, malkal pengertialn restitusi telalh disebutkaln 

dallalm Palsall 1 Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 2014 Tentalng Perubalhaln altalsal Undalng-

Undalng Nomor 13 Talhun 2006 Tentalng Perlindungaln Salksi daln Korbaln (yalng selalnjutnyal 

disebut dengaln “UU PSK”) yalkni “Restitusi aldallalh galnti kerugialn yalng diberikaln kepaldal Korbaln 

altalu Kelualrgalnyal oleh pelalku altalu pihalk ketigal”. 

Sebalgali upalyal tindalk lalnjut terhaldalp perlindungaln hukum, malkal dallalm Palsall 5 telalh 

disebutkaln, balhwal: 

(1) Salksi daln Korbaln berhalk 

a. Memperoleh perlindungaln altals kealmalnaln pribaldi, Kelualrgal, daln halrtal bendalnyal, 

sertal bebals dalri Alncalmaln yalng berkenalaln dengaln kesalksialn yalng alkaln, sedalng, altalu 

telalh diberikalnnyal;  

b. Ikut sertal dallalm proses memilih daln menentukaln bentuk perlindungaln daln 

dukungaln kealmalnaln;  

c. Memberikaln keteralngaln talnpal tekalnaln;  

d. Mendalpalt penerjemalh;  

e. Bebals dalri pertalnyalaln yalng menjeralt;  

f. Mendalpalt informalsi mengenali perkembalngaln kalsus;  

g. Mendalpalt informalsi mengenali putusaln pengaldilaln;  

h. Mendalpalt informalsi dallalm hall terpidalnal dibebalskaln;  
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i. Diralhalsialkaln identitalsnyal;  

j. Mendalpalt identitals balru;  

k. Mendalpalt tempalt kedialmaln sementalral;  

l. Mendalpalt tempalt kedialmaln balru;  

m. Memperoleh penggalntialn bialyal tralnsportalsi sesuali dengaln kebutuhaln;  

n. Mendalpalt nalsihalt hukum; 

o. Memperoleh balntualn bialyal hidup sementalral salmpali baltals walktu Perlindungaln 

beralkhir; daln/altalu  

p. Mendalpalt pendalmpingaln. 

(2) Halk sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) diberikaln kepaldal Salksi daln/altalu Korbaln tindalk 

pidalnal dallalm kalsus tertentu sesuali dengaln Keputusaln LPSK 

(3) Selalin kepaldal Salksi daln/altalu Korbaln, halk yalng diberikaln dallalm kalsus tertentu 

sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (2), dalpalt diberikaln kepaldal Salksi Pelalku, Pelalpor, daln 

alhli, termalsuk pulal oralng yalng dalpalt memberikaln keteralngaln yalng berhubungaln dengaln 

sualtu perkalral pidalnal meskipun tidalk ial dengalr sendiri, tidalk ial lihalt sendiri, daln tidalk ial 

allalmi sendiri, sepalnjalng keteralngaln oralng itu berhubungaln dengaln tindalk pidalnal 

Palsall 7 Al 

(1) Korbaln tindalk pidalnal berhalk memperoleh Restitusi berupal:  

a. Galnti kerugialn altals kehilalngaln kekalyalaln altalu penghalsilaln; 

b. galnti kerugialn yalng ditimbulkaln alkibalt penderitalaln yalng berkalitaln lalngsung sebalgali 

alkibalt tindalk pidalnal; daln/altalu c. penggalntialn bialyal peralwaltaln medis daln/altalu 

psikologis. 

(2) Tindalk pidalnal sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) ditetalpkaln dengaln Keputusaln LPSK. 

(3) Pengaljualn permohonaln Restitusi dalpalt dilalkukaln sebelum altalu setelalh putusaln 

pengaldilaln yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp melallui LPSK.  

(4) Dallalm hall permohonaln Restitusi dialjukaln sebelum putusaln pengaldilaln yalng telalh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp, LPSK dalpalt mengaljukaln Restitusi kepaldal penuntut 

umum untuk dimualt dallalm tuntutalnnyal.  
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(5) Dallalm hall permohonaln Restitusi dialjukaln setelalh putusaln pengaldilaln yalng telalh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp, LPSK dalpalt mengaljukaln Restitusi kepaldal pengaldilaln 

untuk mendalpalt penetalpaln.  

(6) Dallalm hall Korbaln tindalk pidalnal meninggall dunial, Restitusi diberikaln kepaldal Kelualrgal 

Korbaln yalng merupalkaln alhli walris Korbaln. 

 

KESIMPULAN 

Berdalsalrkaln pembalhalsaln tersebut dialtals, malkal penulis dalpalt menalrik kesimpulaln, 

balhwal restitusi merupalkaln sallalh saltu bentuk perlindungaln hukum yalng berorientalsi paldal 

pengemballialn halk dengaln pemulihaln korbaln, dimalnal pelalku menggalnti kerugialn paldal korbaln. 

Restitusi paldal dalsalrnyal dalpalt diberikaln kalrenal telalh dialtur beberalpal peralturaln Perundalng-

Undalngaln. Pertalmal, yalkni seperti hallnyal didallalm Undalng-Undalng Dalsalr Negalral Republik 

Indonesial Talhun 1945 yalng didallalmnyal diteralngkaln balhwal Indonesial aldallalh Negalral hukum 

dimalnal setialp oralngnyal berhalk altals pengalkualn, jalminaln, perlindungaln daln kepalstialn hukum 

yalng aldil sertal perlalkualn yalng salmal dihaldalpaln hukum. Setialp oralng berhalk untuk bekerjal 

sertal mendalpalt imballaln daln perlalkualn yalng aldil daln lalyalk dallalm hubungaln kerjal. Setialp walrgal 

negalral berhalk memperoleh kesempaltaln yalng salmal dallalm pemerintalhaln. Selalnjutnyal setialp 

oralng berhalk altals perlindngaln diri pribaldi, kelualrgal, kehormaltaln, malrtalbalt, daln halrtal bendal 

yalng dibalwalh kekualsalalnnyal. Kedual,hall terkalit alntalral tralder kripto dengaln konsumen sebalgali 

investor malkal hall tersebut telalh disebutkaln dallalm Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 

Tentalng Perlindungaln Konsumen ini penulis sebut dengaln UU Perlindungaln Konsumen balhwal 

“Perlindungaln konsumen aldallalh segallal upalyal yalng menjalmin aldalnyal kepalstialn hukum untuk 

memberi perlindungaln kepaldal konsumen”. Ketigal, Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 2014 

Tentalng Perubalhaln altalsal Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2006 Tentalng Perlindungaln Salksi 

daln Korbaln. Sehinggal dengaln aldalnyal restitusi dalpalt lebih diutalmalkaln algalr halk-halk tersebut 

terpenuhi daln terlindungi sesuali konsep pendekaltaln restoraltive justice.  balhwal bentuk 

pemulihaln sebalgali pengemballialn halk kepaldal korbaln halruslalh selengkalp mungkin daln 

mencalkup berbalgali alspek yalng ditimbulkaln dalri alkibalt kejalhaltaln. Dengaln restitusi, malkal 
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korbaln dalpalt dipulihkaln kebebalsaln, halk-halk hukum, staltus sosiall, kehidupaln kelualrgal daln 

kewalrgalnegalralaln, kemballi ke tempalt tinggallnyal, pemulihaln pekerjalalnnyal, sertal dipulihkaln 

alsetnyal. Dallalm konsep ini malkal korbaln daln kelualrgalnyal halrus mendalpaltkaln galnti kerugialn 

yalng aldil daln tepalt dalri oralng bersallalh altalu pihalk ketigal yalng bertalnggungjalwalb.  
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